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ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk dengan salah satu
tujuanya yaitu untuk melindungi dan memberikan edukasi kepada konsumen dan nasabah
perbankan yang merupakan pelaku ekonomi di dalam sektor jasa keuangan. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya pel anggaran-pelanggaran yang terdapat disektor jasa keuangan
yang harus dihindari agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan
transaks di sektor jasa keuangan yang sebelumnya merupakan bentuk dari tugas dan fungsi
Bl sebelum beralih ke Otoritas Jasa Keuangan Rumusan masal ah pada penelitian ini adalah
bagaimana implementasi peran Otoritas Jasa Keuangan melindungi nasabah Perbankan
syariah guna edukasi dan perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen dan nasabah
perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna edukas serta mengetahui pandangan Islam
terhadap Otoritas Jasa K euangan dalam melakukan Perlindungan. Metode dari penelitian ini
adalah Penelitian Lapangan (field research) dan sifat penelitanya deskriptif. Sumber data
berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan
website. Subjek penelitian ini adalah bagian perlindungan dan edukasi Otoritas Jasa
Keuangan Provinsi Lampung. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan
wawancara langsung dengan narasumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa
Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/ 2014, serta dalam Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan N0.2/SEOJK .07 /2014. Kesemua Aturan tersebut memberikan perlindungan
hukum konsumen perbankan tentang pemenuhan hak-haknya serta dalam usaha
memberikan perlindungannya secara preventif maupun represif.

Kata kunci: Peran, OJK, Perlindungan, Nasabah, Konsumen
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BAB |
PENDAHULUAN

A.  Penegasan Judul
Sebelum Penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah
dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari
kesalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan
harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini
adalah “ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP

PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahanan atas bagian
itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan
pemahaman arti keseluruhan.*

2. Peran yaitu serangkaian perilaku yang di harapkan dimiliki oleh seseorang sesuai kedudukan
dalam suatu sistem.’

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-
undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.®

4. Perlindungan adalah suatu usaha memberikan hak-hak atas sesuatu berdasarkan kaidah-kaidah
yang ditentukan.

5. Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada
Bank. *

6. Edukasi adalah segala-upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu,
kelompok, dan masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku
edukasi.’

7. Perspektif adalah sudut pandang dan pandangan.®

8. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber

daya agar mencapai falah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.’

! Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Pustaka Grafika,
2003), h. 43.

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat, (Jakarta : PT Gramedia
Pustaka Utama, 2011), h. 1051.

® Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta :0JK, 2016), h. 2.

* Saladin Djaslim, Manajemen Pemasaran, (Bandung : PT. Linda Karya, 2002), h. 7.

> Notoatmodjo, Soekidjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003).

® Ibid., h. 1011.

" P3EI, Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19.
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Berdasarkan penegasan judul diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kembali bahawa maksud
dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi peran dari Otoritas Jasa Keuangan

dalam memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan syariah.

Alasan memilih judul
1. Alasan Obyektif
Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan sehari-

hari. Ekonomi yang yang memiliki tujuan kemaslahatan umat adalah cita-cita umat muslim.
Hal tersebut di perlukan berbagai dukungan dan perkembangan aktifitas yang sesuai dengan
syariat islam. Dengan seiring perkembangan lembaga keuangan dan badan-badan usaha
khusunya di sektor jasa keuangan dibutuhkanya lembaga pengawasan, pengaturan dan
pembinaan. Maka dari itu di perlukan lembaga yang mempunyai fungsi itu yaitu Otoritas Jasa
Keuangan. Dalam menjalankan atau melaksanakan fungsinya, OJK mempunyai peran penting
terhadap lembaga-lembaga keuangan dan badan-usaha di bidang sektor jasa keuangan, salah
satunya adalah memberikan perlindungan dan edukasi kepada nasabah atau nasabah perbankan
yang mengalami permasalahan dengan lembaga keuangan. Oleh karena itu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab merupakan suatu hal yang dilakukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan sehingga di perlukan penilaian dalam peranannya, maka dengan ini di perlukan
analisa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindunga kepada nasabah
perbankan atau nasabah.

2. Alasan Subyektif

Secara subyektif, pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini relevan dengan

bidang keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam. Selain itu,
referensi yang mendukung dengan tersedianya berbagai leteratur yang memadai sehingga dapat

mempermudah penulis dalam menyelesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Latar Belakang Masalah

Konsep ekonomi islam berangkat dari status manusia sebagai khalifah di bumi. Status ini
menempatkan aktivitas kegiatan produksi dan konsumi menjadi manifestasi ketundukan manusia
pada Allah S.W.T serta menjadi sarana untuk mengaktualisasikan kemampuanya, karena kehidupan
manusia telah diawasi oleh Allah S.W.T termasuk pekerjaan yang dilakukan baik dalam perkerjaan
di bidang Ekonomi, Sosial, dan lain sebagainya. Namun pada umumnya, manusia bekerja dalam hal
untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dalam segi ekonomi. Selain dari itu ekonomi juga diatur
agar untuk menerapkan sistem ekonomi itu sendiri dengan baik yang tujuanya untuk kemaslahatan
umat manusia karena hal tersebut dapat menciptakan keadilan serta kemakmuran. Oleh sebab itu
ekonomi islam sebagai ilmu yang muatan di dalamnya mengajarkan untuk melakukan aktivitas
kegiatan ekonomi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah

menjadi acuan untuk mengembalikan sistem ekonomi yang mengadopsi ajaran dan budaya Barat
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(western) yaitu ekonomi konvensional. Untuk menuju terciptanya pertumbuhan dan stabilitas

ekonomi itu sudah tertuang didalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah disebutkan bahwasanya:

=% ‘//
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Artinya : “aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau
perintahkan kepadaku (mengatakan)nya Yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan
adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah
Engkau wafatkan Aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. dan Engkau adalah Maha

. 8
menyaksikan atas segala sesuatu”.

Hingga kini Ekonomi Islam terus dikembangkan oleh beberapa negara yang mayoritas
penduduknya beragama islam, salah satunya yaitu Indonesia. Penerapan ekonomi islam di
Indonesia terus mengalami perkembangan yang baik. Dengan demikian Indonesia sudah
sepantasnya unggul dalam penerapan sistem ekonomi berbasis islam. Hal ini pun dinilai sebagai
alternatif untuk perkembangan ekonomi Nasional. Salah satu faktor yang menyebabkan
berkembangnya lembaga/institusi keuangan syariah Indonesia adalah besarnya pengaruh islam
terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, selain karena itu mayoritas penduduknya yang beragama
islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek peribadatan melaikan pula dalam perekonomian

tampak dalam sejarah hukum islam di Indonesia yang memiliki kekuatan normatif-sosiologis.’

Dalam aspek ekonomi telah banyak kegiatan transaksi ekonomi yang berhubungan dengan
lembaga jasa keuangan. Hal inilah yang mendorong lahirnya lembaga-lembaga di sektor jasa
keuangan yang saat ini berkembang dengan signifikan, sebab dinilai keberadaan lembaga tersebut
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi masyarakat yang dilihat dari sudut
pandang ekonomi diposisikan sebagai konsumen atau nasabah yang sebagian banyak tidak
mengerti akan sistem dari lembaga jasa keuangan secara komprehensif. Dinamika pelaksaan
kegiatan usaha dari lembaga jasa keuangan secara intensif antara nasabah atau konsumen
berpotensi memunculkan berbagai permasalahan yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak
konsumen antara lembaga jasa keuangan itu sendiri dengan nasabah atau konsumen. Karena Bank
Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai fungsi dan peran dalam mengatasi hal itu dianggap
tidak efektif dan efisien akan masalah yang timbul. Solusi yang muncul untuk mengatasi hal
tersebut yakni dengan dibentuk lembaga yang mempunyai peran dan fungsi sesuai kebutuhan

tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

& Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018), 101
% Fiki Aryanti, “OJK Akui Tindak Kejahatan Marak di BPR Akibat Kurang Pengawasan”. Liputan 6, 14
November 2016
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Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa
keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang RI NO. 21 Tahun 2011 tentang OJK.'°
Salah satu lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK adalah lembaga keuangan perbankan syariah
dimana Bank Syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).' Ditinjau dari prespektif islam, dalam Al-Quran juga
sudah sebutkan bahwasanya OJK dalam rangka melaksanakan fungsinya harus sesuai dengan asas
keadilan untuk mewujudkan keadilan yang merata sebagaimana dalam firmanNya yang berbunyi :

i
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Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

Selain melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan OJK memiliki fungsi penting yaitu
“Fungsi edukasi dan perlindungan nasabah sebagai konsumen yang merupakan pilar penting
dalanm sektor jasa keuangan”. Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal
untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen. Dalam ,melaksanakan tugasnya,
OJK berkordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, salah
satunya yaitu mengenai produk perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 39 huruf (d) UU OJK.
Tugas Bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas
Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau
lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas bank, dan kualitas sumber

daya manusianya.®™

38.

19 Kencana, Bank Lembaga Keuangan Syariah,(jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220. h.

11 H

Ibid. h. 58.
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018), 147
3 Hermasnyah, Edisi revisi Keuangan Perbankan Nasional Indonesia. (Jakarta: Kencana), h. 175-176.
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Berikut Tabel nama nasabah perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Propinsi

Lampung
Nama Alamat
Dedi heryanto Teluk betung
Mulyono Natar
Purwadi Tanjung karang
Tuti suharyati Tanjung karang
Dimas Angga P Kemiling

Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengenal siapa itu konsumen.** Konsumen
sebagamana di kenal dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu berasal
dari bahasa inggris dan amerika, yaitu consumer dan Belanda, yaitu consument/konsument.™
Konsumen atau masyarakat itu sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam menggerakan
roda suatu bisnis maka dari itu pemerintah menyadari betul pentingnya peran otoritasa jasa
keuangan untuk memberikan perlindungan dalam upaya edukasi kepada para konsumen dengan
mengeluarkan kebijakan Undang-Undang tentang perlindungan nasabah sebagai konsumen Nomor
8 Tahun 1999, dalam hal perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan_ini Otoritas Jasa
Keuangan lah yang menjadi instrumen pemerintah dalam upaya melindungi konsumen. Otoritas
Jasa Keuangan pun mempunyai  kebijakan tersendiri dalam perlindungan nasabah sebagai
konsumen yaitu dengan adanya peraturan Otoritasa Jasa Keuangan No1/POJK.07/2013 tentang
perlindungan nasabah sebagai konsumen Jasa Keuangan, untuk perlindungan nasabah sebagai
konsumen dan nasabah Otoritas Jasa keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan
kerugian konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan pun dapat meminta lembaga keuangan
untuk menghentikan kegiatanya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.*°

Dalam rangka memberikan perlindungan nasabah sebagai konsumen, OJK telah menerbitkan
Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan nasabah sebagai konsumen Sektor Jasa
Keuangan ( selanjutnya disebut POJKPKSJK), sedangkan Bl mengeluarkan peraturan Bl Nomor
16/PBI/2014 tentang Perlindungan nasabah sebagai konsumen Jasa Sistem Pembayaran (
selanjutnya disebut PBI). POJKPSJK berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap
nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu
diposisikan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana
yang tertuang dalam syarat-syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku. Secara

prinsip dan beberapa aspek yang terdapat dalam POJKPKSJK dan PBI tersebut terjadi adanya

1 AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. 1.
15 H

Ibid. h. 3.
16 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28



6

tumpang tindih norma. Dengan adanya ketentuan dari dua otoritas perbankan yang berbeda tersebut
tentunya dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi konsumen perbankan
dalam hal terdapat sengketa kemudian hari dengan lembaga perbankan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa
keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang RI NO. 21 Tahun 2011 tentang OJK."
Salah satu lembaga keuangan yang diawasi olen OJK adalah lembaga keuangan perbankan syariah
dimana Bank Syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).*® Ditinjau dari prespektif islam, dalam Al-Quran juga
sudah sebutkan bahwasanya OJK dalam rangka melaksanakan fungsinya harus sesuai dengan asas
keadilan untuk mewujudkan keadilan yang merata sebagaimana dalam firmanNya yang berbunyi :

£ 5 e Z,QT
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Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

Selain melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan OJK memiliki fungsi penting yaitu
“Fungsi edukasi dan perlindungan nasabah perbankan syariah yang merupakan pilar penting
dalanm sektor jasa keuangan”. Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal
untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah perbankan. Dalam ,melaksanakan
tugasnya, OJK berkordinasi dengan Bl dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan,
salah satunya yaitu mengenai produk perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 39 huruf (d) UU
OJK. Tugas Bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan
tugas Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau
lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas bank, dan kualitas sumber

daya manusianya.®

38.

7 Kencana, Bank Lembaga Keuangan Syariah, (jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220. h.

18 :

Ibid. h. 58.
19 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Kementrian Agama R, 2018), 147
2 Hermasnyah, Edisi revisi Keuangan Perbankan Nasional Indonesia. (Jakarta: Kencana), h. 175-176.
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Dalam rangka memberikan perlindungan nasabah perbankan syariah, OJK telah menerbitkan
Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan nasabah perbankan syariah Sektor Jasa
Keuangan ( selanjutnya disebut POJKPKSJK), sedangkan Bl mengeluarkan peraturan Bl Nomor
16/PBI/2014 tentang Perlindungan nasabah perbankan syariah Jasa Sistem Pembayaran (
selanjutnya disebut PBI). POJKPSJK berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap
nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu
diposisikan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana
yang tertuang dalam syarat-syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku. Secara
prinsip dan beberapa aspek yang terdapat dalam POJKPKSJK dan PBI tersebut terjadi adanya
tumpang tindih norma. Dengan adanya ketentuan dari dua otoritas perbankan yang berbeda tersebut
tentunya dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi nasabah perbankan
syariah dalam hal terdapat sengketa kemudian hari dengan lembaga perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang diangkat
pada penelitian ini adalah mengenai kewenangan OJK mengenai perlindungan nasabah perbankan
syariah dalam upaya edukasi dan perlindungan nasabah perbankan syariah di Provinsi Lampung
dengan Judul penelitian “ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PERLINDUNGAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM ( Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”

Fokus Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, yaitu tentang peran OJK terhadap perlindungan

nasabah perbankan syariah sebagai nasabah perbankan guna edukasi di Provinsi Lampung

penelitian mempunyai titik fokus pada :

1. Peneliti akan berfokus pada implementasi dan peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap
perlindungan nasabah perbankan syariah -apakah berjalan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan.

2. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah bagian dari bidang perlindungan dan tim
pelaksana di lapangan Otoritas Jasa Keuangan juga Nasabah Perbankan Syariah. Tempat
observasi peneliti dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dan Nasabah
perbankan syariah untuk menggali dan mendapatkan infomasi awal terkait dengan peran

Otirotas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan nasabah perbankan syariah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap
nasabah perbankan di Provinsi Lampung ?

2. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan nasabah perbankan

syariah di Provinsi Lampung ?



Tujuan penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui :
1. Untuk menjelaskan implementasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan
terhadap nasabah perbankan syariah di Provinsi Lampung.
2. Untuk menjelaskan peran Otiritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan nasabah perbankan

syariah di Provinsi Lampung.

Manfaat Penelitian
Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat diperoleh atau didapatkan
setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini
adalah :
1. Manfaat Teoritis
Bagi masahasiswa atau pembaca penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi
peneliti lainya yang ingin mengetahui peran OJK terhadap perlindungan nasabah perbankan
syariah dalam upaya edukasi dan perlindungan nasabah perbankan syariah di Provinsi
Lampung.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam kinerja peran OJK dan menjadi
bahan evaluasi yang berguna untuk meningkatkan perlindungan dalam upaya edukasi terhadap

perlindungan nasabah perbankan syariah dan nasabah perbankan.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk pengamatan yang lebih dalam, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian
terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap bahasan yang akan diteliti oleh
peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk meggunakan literatur guna
memperkuat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Rati Maryani Palilati dengan judul penelitian “Perlindungan hukum
nasabah perbankan perbankan oleh otoritas jasa keuangan” menyimpulkan masih lemahnya
norma hukum yang mengatur tugas pengawasan oleh Otoritsa Jasa Keuangan yang dapat dilihat
pada pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas
pengawasan, akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat kekaburan norma antara tugas pengawas

dan pengaturan, dimana dalam Pasal 9 huruf (a), yakni “Otoritas Jasa Keuangan mempunyai



9

wewenang menetapkan kebijakan oprasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan”,
yang seharusnya merupakan tugas pengaturan.”!

2. Penelitian yang dilakukan Inosentius Samsul dengan judul penelitian “Perlindungan nasabah
perbankan syariah Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”
menyimpulkan bahwa OJK merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang yang besar
“Powerfull” dalam penyelenggaraan jasa keuangan. OJK mengambil alih dua fungsi lembaga
yaitu pengawasan Bank Indonesia terhadap jasa keuangan perbankan dan fungsi pengaturan
dan pengawasan pada kementrian keuangan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan non
bank. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang OJK dalam perlindungan nasabah perbankan
syariah menjadikan OJK sebagai lembaga yang memperkuat sisten perlindungan nasabah
perbankan syariah. OJK memilki otoritas yang secara langsung atas pelaku usaha dibidang jasa
keuangan. Oleh karena itu, upaya preventif maupun upaya perlindungan nasabah perbankan
syariah melalui penetapan sanksi oleh OJK atas pelanggaran pelaku usha terhadap hak-hak
nasabah perbankan lebih efektif. Penguatan sistem perlindungan nasabah perbankan syariah
melalui OJK didasarkan pada hubungan komplenter antara UU PK dan UU OJK.?

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aad Rusyad Nurdin dengan judul penelitian “Kajian Peraturan
Perlindungan nasabah perbankan syariah di Sektor Perbankan” menyimpulkan bahwa peraturan
Perundang-Undangan di sektor perbankan syariah sudah sesuai dengan peraturan tentang
perlindungan nasabah perbankan syariah sebagaimana diatur dalam UUPK. Dalam hal ini
sektor perbankan telah cukup banyak mengatur perihal perlindungan nasabah perbankan
syariah jasa keuagan. Beberapa peraturan yang terkait nasabah perbankan yang telah diatur
pada prinsipnya sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPK bahkan secara infrastruktur sektor
jasa keuangan telah memenuhi unsur best practices (praktik terbaik) dalam penanganan
costumer protection_Kkarena telah memenuhi berbagai elemen yang mendasari penanganan
perlindungan nasabah perbankan syariah yang baik, yang terdiri dari, (1) keberadaan aturan
hukum yang secara tegas mengatur perlindungan nasabah perbankan syariah, (2) adanya
peraturan kelembagaan yang jelas, (3) perlakuan yang adil, (4) penerapan prinsip keterbukaan
dan tanggung jawab, (5) penyelesaian sengketa dan ganti rugi, (6) program edukasi nasabah.?

4. Penelitian yang dilakukan oleh Berta Riorita Sardina Siagian dengan judul *“ Analisis Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan nasabah perbankan
syariah Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Memberi Perlindungan Terhadap Nasabah
perbankan” menyimpulkan bahwa pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

1/POJK.07/2013 tentang perlindungan nasabah perbankan syariah sektor jasa keuangan ditinjau

?! Rati Malyani Palilati, “Perlindungan Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal 1US
Vol. IV No. 3. Desember 2016. h. 66

22 Inosentius Samsul, ” Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)”, Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, November 2013, h. 164.

% Aad Rusyad Nurdin, “Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan”, Jurnal Hukum
dan Pembangunan Tahun Ke-48 No. 2, April-Juni 2018, h. 319.
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dari tujuanya untuk memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan masih belum
optimal, karena tidak diaturnya mengenai jangka waktu pemberian tanggapan oleh otoritas jasa
dari aduan yang telah disampaikan nasabah perbankan dalam peraturan tersebut. Peraturan
mengenai jangka waktu tersebut dapat ditemukan didalam aturan internal Otoritas Jasa
Keuangan yakni berdasarakan Peraturan Dewan Komisioner (PDK). Peraturan Dewan
Komisioner merupakan aturan yang tidak berlaku secara publik atau tidak di publikasi kepada
masyarakat, sehingga dampak yang timbul dari tidak diaturnya jangka waktu tersebut dalam
peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan nasabah
perbankan syariah Sektor Jasa Keuangan yakni tidak tercapainyahak Nasabah perbankan untuk
memperoleh kenyamana dan kepastian informasi mengenai tindak lanjut aduan yang telah
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelasaian sengketa Nasabah perbankan.
Tidak tercapainya hal tersebut menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan nasabah perbankan
terhadap Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi atau lembaga yang memiliki tujuan untuk
melindungi kepentingan nasabah perbankan di Sektor Jasa Keuangan.**

5. Penelitian yang dilakukan oleh Chairil Susanto dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum
Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan”
menyimpulkan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka pengaturan dan pengawasan
beralih dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
berlaku secara efektif sejak tanggal 31 Desember 2013. Bentuk pengawasan yang dilakukan
Otoritas Jasa Keuangan terhadap suatu bank meliputi: pengawasan mengenai kelembagaan
bank, pengawasaan mengenai kesehatan bank, pengawasan bank, pengawasan bank mengenai
aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Disamping melakukan pengawasan terhadap
bank, Otoritas Jasa Keuangan juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada
nasabah bank dari tindakan bank yang merugikan nasabah, terutama yang menyakut persyarata-
persyaratan yang dibuat oleh bank dalam perjanjian transaksi keuangan yang berbentuk standar
baku yang banyak memuat ketentuan yang tidak mencerminkan asas kesetaraan, keadilan
antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur, artinya persyaratan itu melemahakan
posisi tawar dari nasabah.”®

Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan yang saya lakukan adalah terletak pada
objek dari penelitian ini yaitu pada nasabah perbankan dan perlindungan nasabah perbankan
syariah, peran dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang salah satu fungsinya yaitu
melindungi nasabah perbankan dan nasabah juga mempunyai fungsi yaitu edukasi serta

pengawasan terhadap lembaga keuangan, dari penelitan yang terhadulu lebih membahas atau

2% Berta Riorita Sardina Siagian, “Analisis peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013
Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam upaya memberi perlindungan terhadap konsumen”,
Jurnal hukum,Vol 1, No.1, 25 April 2017, h. 12.

%% Chairil Susanto,“Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas
Jasa Keuangan”, Jurnal Hukum Legal Opinion Edisi 5 Vol. 2, Tahun 2014, h. 6.
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meneliti mengenai relevansi aturan-aturan yang terdapat didalam UU dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan itu sendiri.

Kerangka Pikir
Kerangka pikir adalah konsep mengenai bagaimana suatu teori berhubungan di antra berbagai
faktor yang telah di identifikasikan penting terhadap masalah penelitian. Berikut konsep kerangka

pikir penelitian :

Gambar 1.1
Kerangka pikir

Al-Qur’an dan Al-Hadis

Otoritas Jasa Keuangan

(OJK)
¢ v
Peran Perlindungan implementasi

'

Nasabah perbankan

Untuk menciptakan kemaslahatan, Keadilan Keseimbangan, Edukasi,
Keamanan, dan Keselamatan Serta menjamin kepastian Hukum Bagi

Konsumen dan Nasabah.

Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan
penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan
untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk
mewujudkan kebenaran.”®
1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

2 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.
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Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang
menekankan pada aspek pemahaman pada suatu masalah.”’ Metode deskriptif adalah suatu
metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenal fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.?® Deskriptif
penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Otoritas jasa Keuangan terhadap perlindungan
nasabah perbankan syariah sebagai nasabah perbankan guna edukasi di Propinsi Lampung.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan
dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian dengan pihak-pihak
terkait. Selain menggunakan penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan jenis penelitian
pustaka (library research) yaitu peneliti kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan
mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dan dituangkan dalam kerangka
pemikiran teoritis.”

2. Sumber Data
Data dan sumber informasi yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan atau
langsung diperoleh dari responden, yaitu pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Nasabah

Perbankan Syariah.* Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari pihak

anggota Otoritas Jasa Keuangan atau sebagian dari struktural yang ada di Otoritas Jasa

Keuangan di Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan, buku, dan majalah berupa
laporan keuangan publikasi perusahaan, pemerintah artikel, buku-buku sebagai teori,

majalah, dan lain sebagainya.™

3. Metode Pengumpulan Data

%7 sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

28 Moh Nasir, Metode Penlitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 43.

29 Sugiyono, Metode Penelitian kuiantitatif Kualitatif dan R&D., h. 9.

%0 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2010), h. 117.

%! Ibid., h. 98
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Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan

informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagu berikut :

a.

Wawancara

Wanwancara (interview) ialah merupakan pertemuan dua orang bertukar pikiran
informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat diskontruksikan makna dalam suatu
tertentu.®” dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara
yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi
jawabannya dengan pihak yang terlibat yakni Nasabah Perbankan Syariah dan kepala
bidang bagian perlindungan serta tim pelaksana bagian perlindungan Otoritas Jasa
Keuangan Provinsi Lampung.
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa
berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang
berbentuk tulisan, misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan
kebijakan.*
Observasi

Observasi merupakan proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai
proses biologis dan psikologis. Lebih luas lagi, observasi ialah suatu pengamatan penelitian
yang bekenaan dengan perilaku manusia, proses, kerja, gejala-gejala alam san bila
responden yang diamati tidak terlalu besar.**

Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang
dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung

turun ke lapangan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, penelitian dalam mengolah datanya

menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

a.

Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan
sudah relevan dengan masalah.

Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang
diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan degan rumusan secara

sistematis.

%2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., h. 231.
% 1bid. h. 139.
% 1bid., h. 240.
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¢. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah di peroleh dari penelitian untuk
memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya

merupakan jawaban dari rumusan masalah.*

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke
dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.*

Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memotret peristiwa
dan kejadian yang menjadi pusat perhatianya kemudian di gambarkan atau dilukiskan apa
adanya.

Kemudian dari semua yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola
pikir deduktif, yaitu pola berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan

bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

% Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran.., h. 152
36 Sugiyono, Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&d...., h. 335.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan hasil Penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam

Perlindungan Kosumen dan Perlindungan nasabah perbankan syariah guna Edukasi di Propinsi

Lampung dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga yang dibuat untuk menggantikan peran dari Bl
yaitu sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemerikasaan, dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan, karena di dalam kegiatan transaksi
sektor jasa keuangan terdapat banyak pelanggaran, sehingga peneliti mencari bagaimana peran
Otoritas Jasa Keuangan melindungi Nasabah Perbankan dan Nasabah perbankan juga
memberikan edukasi. Pada Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis perlindungan
hukum nasabah perbankan dan nasabah perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna edukasi
serta mengetahui pandangan Islam terhadap Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan
Perlindungan.

2. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field research) dan sifat penelitanya deskriptif.
Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan
website. Subjek penelitian ini adalah bagian perlindungan dan edukasi Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Lampung.Hasil penelitian sesuai dengan data yang sudah di kumpulkan juga dengan
melakukan wawancara bahwasanya benar terdapat pelanggaran yang terjadi di sektor jasa
keuangan yang di tangani oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK juga sudah melakukan salah satu
fungsinya yaitu edukasi-dengan mengadakan beberapa workshop atau seminar yang di adakan di

beberapa institusi juga di daerah-daerah untuk masyarakat umum.

B. SARAN

Berdasarkan pembahsan dan hasil Penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam
Perlindungan Kosumen dan Perlindungan nasabah perbankan syariah guna Edukasi di Propinsi
Lampung merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas sesuai dengan yang diharapkan sebagai
pengganti Bl sebagai Bank sentral yaitu melakukan tugas perlindungan supaya nasabah perbankan
dan nasabah tidak mengalami kerugian dalam melakukan transaksi di sektor jasa keuangan, namun
untuk dapat mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa saran dari penulis kemukakan yaitu
memperluas kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan informasi kedaerah daerah seluruh

Propinsi Lampung.
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